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Ada perbedaan konsep hak isteri menolak rujuk dalam masa iddah talak
raj’i antara ahli fiqih dengan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Kitab “Bidayatul
Mujtahid” karangan Ibnu Rusyd dikatakan bahwa kaum muslim telah sependapat
bahwa suami mempunyai hak merujuk isteri pada talak raj’i selama masih berada
dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan isteri. Sedangkan di
dalam KHI pasal 164 dijelaskan bahwa seorang wanita dalam masa iddah talak
raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya.
Hal ini sangat menarik untuk diteliti yaitu bagaimana bisa terjadi perubahan hak
seorang wanita dalam masa iddah talak raj’i yang semula tidak mempunyai hak
untuk menolak menjadi berhak untuk menolak rujuk yang dilakukan oleh mantan
suaminya tersebut. Peneliti mencoba menganalisis hak mantan isteri dalam masa
iddah talak raj’i ini perspektif Hak Asasi Manusia (Undang-Undang No.39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesembilan Tentang Hak Wanita Pasal
50).

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach) yang bertujuan
untuk menganalisis teks dari buku dan pasal dalam Undang-Undang yang
berkaitan atau dapat dikaitkan dengan permasalahan hak isteri menolak rujuk
dalam masa iddah talak raj’i. Selanjutnya dalam menganalisis digunakan teknik
analisis komparatif yaitu membandingkan produk figih dengan produk KHI dalam
masalah hak isteri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj’i serta relevansinya
dengan Undang-Undang No0.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bagian
Kesembilan Tentang Hak Wanita Pasal 50.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa seorang wanita dalam masa iddah
talak raj’i mempunyai hak untuk menolak kehendak rujuk dari mantan suaminya
dikarenakan dalam sebuah perkawinan kedudukan seorang suami dan isteri adalah
seimbang, yaitu sama-sama mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum.
Perubahan konsep penolakan rujuk oleh isteri yang sedang dalam masa iddah
talak raj’i tersebut didasarkan atas tidak adanya niat ishlah dari mantan suami
dalam melakukan rujuk. Apabila kehendak rujuk yang dilakukan oleh suami
didasarkan atas niat ishlah, maka isteri tidak boleh menolaknya. Hal ini relevan
dengan Undang-Undang No0.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bagian
Kesembilan Tentang Hak Wanita Pasal 50 yang menyebutkan bahwa seorang
wanita dewasa atau telah menikah berhak melakukan perbuatan hukum. Dengan
demikian sesungguhnya hukum Islam melindungi hak-hak seorang wanita.
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